BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

pEw\BARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGA

RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

“KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

BUPATI KUDUS,

bahwa sesual ketentuan pasal 320 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, atas dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Bupati berkewajiban untuk menyusun Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2017 merupakan penyajian
rincian Laporan Realisasi Anggaran yang bertujuan untgk
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
el<0T10mis, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat:

bahwa dengan ditetapkannya Penjabaran Pertanggung-
Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dalam menentukan_.dan
Mengevaluasi alokasi sumber dana serta menyajikan
aKuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas
Sumber daya yang dikelola;
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d. bahwa dalam rangka menindak|

=

anjuti ketentuan Pasal 12
udus Nomor 7 Tahun 2018

Pelaksanaan Anggaran
acrah  Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten K
tentang Pertanggungjawaban
Pendapatan dan Belanja p
'}Zéclh:;; é\:fffihrd? 2017, Perlu menctapkan Peraturan
p_\lpk%m CA tntang Pcnjabaran Pcrtanggungjawaban
claksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017

Undang-Undang  Nomor I3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-Dacrah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 3613) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Culkai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

12,

13.

14.

A

w
Undang-Undang  Nomor 33
P(rl‘imbangan Keuangan antara
Pemerintahan  Daergh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomq
' r 126, T aran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432)mbahan Lemb

Tahun 2004 tentang

Undang—Undang'Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5’049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
ggg]d{t;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

wadaqg—U11dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lcmbfﬁraﬂ Negara Republik Indonesioa Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pcraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintal
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler da;
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 4712);
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18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoOT
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasiona]
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 4664);
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22.Peraturan Pemerip

Laporan Penyelenggargqp, Pe
Pemerintah, |,

Kepala Daerah i}goradn Keterangan Pertanggungjawaban
dan Informasi Ea a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dacrah kepada M:§O;ank Penyclenggaraan Pemerintah
Indonesia Tahun 203(;7FaN at (Lembaran Negara Republik

g ; omor 19
Negara Republik Indonesia Nomor 4;,61(;%3Tbahan Lembaran

L
ah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

merintahan Daerah Kepada

23. ge;rrz:u;?n é’?r;}erintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tz ta

il dm ;Fldr'i da.n Pemanfaatan Insentif Pemungutan

y an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201

0 Nomor 119 | Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S161)

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntan& Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S1695);
25.P¢raturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun | 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5219)

26APQraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

27.Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Pcraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

29 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

30. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 56);
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32.

33.

34.

35.

36.

37,
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. Peraturan Menteri D

alam Negeri
tentang Pedoman  pep g[(tjl(ogf:.l_\ln e r;(:; aln3 a’gahullj’la?roa%fi
sebagaimana telah diybah beberapa kali te%akhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahyn 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomoer 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan  Sosial  yang bersumber  dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang  Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan  Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Poxok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor

+ 20);

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuduys
Tahun 2018 Nomor 7 );

% Y44,



=

atikan

pkan

o]
39,

-7

Peraturan Bupati Kudus No
Penjabaran Anggaran Peng
Kabupaten Kudus Tahun a
Kabupaten Kudus Tahun 2

mor 27 Tahun 2016 tentang
apatan dan Belanja Daerah
r(l)g]garan 2017 (Berita Daerah
telah diubah dengan PeraLuraS gg;()ur }?iéj:bﬁgfsgarll?
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kudus Tahun Anggaran 2017 (Ber
t Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 1) (Berita Daerah Kabup

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/104/2018

tangga 14 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2017;

Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 914/1800/02/07.00/2018 - 914/729/07.02/2018
tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 366.031.203.778.00
b. Dana Perimbangan Rp 1.310.924.033.469,00
c. Lain-lain Pendapatan
Yang Sah Rp 306.257.841.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.983.213.078.247,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 767.403.149.313,00
2) Belanja Hibah Rp 50.701.785.000,00
3) Belanja Bantuan social Rp 7.579.640.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp 11.195.355.700,00
5) Belanja Bantuan
Keuangan Rp  222.397.166.950,00
6) Belanja Tidak Terdug Rp 0.00

Rp 1.059.277.096.963 00

Q‘E”N
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b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawaj
2) Belanja Barang
dan Jasa
3) Belanja Moda]

Rp  42.710.464.090,00

Rp 404.229.809.466,00
Rp  500.780.772.427.,00
Rp 947.721.045.983,00

SUfmléh Belanja Rp 2.006.998.142.946,00
elisit (Rp_ 23.785.064.699,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 182.073.003.411,00
b. Pengeluaran Rp 19.354.000.000,00

_ Jumlah Pembiayaan Netto Rp  162.719.003.411,00
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan Rp  138.933.938.712,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati
ni.

Pasal 3

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran  Laporan  Realisasi Anggaran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampira II

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran I dan Lampiran Il scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal ¢

i Peraturan Bupati ini muyla; berl

crlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scliap orang
pengundangan Peraturan
dalam Berita Dacrah l\'abu,

menees . g
engetahuinya, memerintahkan

Bupati in;
Uupati inj dengan penempatannya
baten Kudus

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Agustus 2018

PENJABAT BUP KUDUS,

l 4: 5 Er
~mdunul<;,ln di Kudus RIENA RETNANINGRUM
altiu tangeal 30 Agustus 2018

BRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Cetig @w\/

SAM’ANI INTAKORIS

ERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 17

Telah diteliti atas kebenarannya :
No. Jabatan Paraf Digitally signed
1 | sekoa - by Bagian Hukum
2 | ASISTEW SEKDA «f Sekretariat
Daerah
3 | KEPALA DINAS/BADAN | & Kabupaten Kudus
KEPALA BAGIAN / .
4 | kaNTOR / BIDANG 4 Date: 2019.1 025
5 | BAG. HUKUMLAINNYA | 08:20:45 +07'00
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